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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, aktivitas pengadaan barang dan jasa merupakan bagian

integral dari proses alokasi anggaran. Dalam konteks pelaksanaan oleh

entitas pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa ini melibatkan

pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan layanan

tersebut, menghasilkan relasi kontraktual dengan pelaku dari sektor

swasta. Dengan terjalinnya hubungan kontraktual yang formal melalui

perjanjian, tercipta perikatan dan kaitan hukum antara entitas yang

memanfaatkan produk dan layanan dengan penyedia produk dan layanan

tersebut.1

Pada awalnya, pengadaan barang dan jasa dijalankan melalui metode

konvensional atau tradisional, yakni proses pengadaan barang dan jasa

yang melibatkan dua belah pihak, dimana pihak pengguna yang diwakili

oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia barang dan

jasa secara bersentuhan fisik pada setiap tahapannya2, Dimulai dari tahap

perencanaan hingga proses penyerahan barang dan jasa yang

bersangkutan.

1 Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi, “Penerapan Win-Win
Solution dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak
Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purcashing”, Jurnal Hukum Lex
Generalis, Vol.3, No. 4, 2022, Rewang Rencang, Malang, hlm. 292.

2 Randy Kristovandy, “Studi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Secara Tradisional dan Elektronik”, Jurnal Teknis Sipil, Vol.13, No. 2, 2015, Magister
Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3.
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Kontak fisik ini diterapkan untuk tujuan menggabungkan dan

mengeluarkan dokumen, serta menyebarkannya melalui berbagai saluran

informasi. Selain itu, dalam kerangka ini, perbedaan harga, sesi

penjelasan terkait pengadaan, interaksi dengan pemasok, dan penilaian

dokumen dilakukan secara manual untuk mengurangi potensi

kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat.3

Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan, terdapat beberapa

kekurangan yang mencakup beberapa aspek; Pertama, terkait informasi,

wilayah cakupan pemberitahuan yang terbatas mengakibatkan kurangnya

diseminasi informasi yang menyeluruh dan transparan4, Serta tidak dapat

menghilangkan pendekatan segmental. Menurut Durkheim, pendekatan

segmental adalah suatu metode yang, bila dianalisis dari perspektif

sosiologis, mencerminkan tahap diferensiasi segmental dalam masyarakat,

di mana masyarakat terlihat sebagai koleksi berbagai unit yang dipilih,

masing-masing memiliki dimensi kecil dan keseragaman dalam

hubungannya satu sama lain5. Kedua, Pemantauan Publik. Sistem ini tidak

mampu memberikan fasilitas yang memadai untuk Proses Pemantauan

Publik dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga terdapat peluang

adanya kolusi antara panitia dengan pemasok barang dan jasa.

Kelemahan sistem ini dapat diatribusikan kepada nilai inefisiensi,

3 Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi, 2022, Op.Cit., hlm. 292
4 Ariesta Danantyo, “Efektifitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik (E- Procurement) di PT. Sarana Multi Infrastruktur (Perseroan)”, Disertasi,
Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2020, hlm. 2.

5 Fithriatush Shalilah, Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 36.
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keterbatasan dalam kompetisi, dan hambatan dalam pertumbuhan

ekonomi nasional. Adanya sejumlah isu yang timbul dari pengadaan

barang dan jasa dalam format konvensional telah mendorong

pengembangan metode elektronik berbasis aplikasi sebagai inovasi yang

sejalan dengan evolusi teknologi, informasi, dan komunikasi digital.

Metode ini bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung antara

berbagai pihak, mirip dengan sistem konvensional.

Di dalam berbagai aspek kehidupan pada masa kini, terdapat

kemajuan yang signifikan dalam dunia teknologi. Salah satu bentuk

teknologi yang telah meraih pengakuan luas di kalangan masyarakat

adalah teknologi internet, yang terbukti memberikan sejumlah besar

keuntungan bagi manusia. Sebagai contoh, munculnya E-commerce, E-

education, E-business, dan berbagai inovasi lainnya adalah contoh

konkret dari manfaat yang telah dihadirkan oleh teknologi ini.

Teknologi internet ini mampu menghapuskan batasan geografis dan

temporal, menciptakan situasi di mana batasan dan hambatan dalam

komunikasi menjadi semakin tidak terasa. Salah satu aspek bisnis yang

mulai memanfaatkan teknologi ini adalah sistem pengadaan atau e-

procurement, yang dilakukan secara otomatis melalui jaringan internet.

Setiap perusahaan memiliki kebutuhan khusus akan suatu barang agar

operasional bisnisnya dapat berjalan dengan efisien. Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, diperlukan fungsi Procurement yang bertanggung

jawab dalam mencari, menyediakan, dan memastikan ketersediaan barang
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yang diperlukan oleh perusahaan.6 Aplikasi e-procurement diantisipasi

memiliki kapabilitas untuk memberikan keuntungan kepada pemakainya,

seperti penerapan standar dalam proses pengadaan, terciptanya tingkat

transparansi yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih baik dalam

pengadaan, ketersediaan informasi harga satuan yang bersifat khusus di

dalam organisasi, dan mendukung akuntabilitas dalam pelaksanaan proses

pengadaan.7

Secara umum, e-procurement dapat diselenggarakan melalui dua

metode, yakni e-tendering dan e-purchasing. E-tendering merujuk pada

proses seleksi pemasok yang bersifat terbuka dan dapat di akses oleh

semua pemasok yang terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik. Di sisi

lain, e-purchasing mengacu pada proses pembelian barang dan jasa yang

dilakukan melalui e-catalogue, sebuah sistem informasi elektronik yang

berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari

berbagai penyedia barang dan jasa.8 pengadaan barang dan jasa melalui

saluran digital, dengan eksploitasikan teknologi informasi dan komunikasi

yang canggih, adalah suatu inovasi yang mengarah kepada kemajuan,

terutama dalam rangka melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Pemanfaatan media elektronik dalam proses pengadaan barang dan

6 Teuku Adriansyah Akhmad, Dimas Apriano dan Edi Abdurachman , “Analisis
Dan Perancangan Sistem e-procurement Pada PT. XYZ”, Jurnal Forum Ilmiah, Volume
9 Nomor 3, September 2012, Faculty Binus Business School Jakarta, Jakarta, hlm. 326.

7 Nur Anisa, ”Penerapan Sistem e-procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros”, Skripsi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018, hlm. 1.

8 Ibid.
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jasa yang dapat dijangkau oleh seluruh individu dapat mempermudah

penyebaran data yang benar dan tepat. Tambahan pula, melalui metode e-

procurement dalam pengadaan barang dan jasa, dapat ditingkatkan

keterbukaan data, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan

timbulnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.9

Indonesia mengadopsi sistem e-procurement untuk pengadaan barang

dan jasa pada tahun 2002, dengan pengembangan yang terbagi dalam tiga

tahap, yakni: Pertama, "Copy To Internet," di mana seluruh proses dan

hasil pengadaan barang/jasa disajikan melalui internet (dalam bentuk

sistem lelang) oleh panitia pengadaan; Kedua, "Semi e-procurement,"

yang merupakan kombinasi pengadaan barang/jasa dengan sebagian

proses yang dilakukan melalui media elektronik (internet) secara

interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa, sementara sebagian

lainnya tetap dilakukan secara manual (konvensional); dan yang Ketiga,

"Full e-procurement," yang melibatkan pemilihan penyedia barang/jasa

dengan cara memasukkan dokumen penawaran melalui sistem e-

procurement, sementara penjelasan dokumen seleksi/lelang (Aanwizjing)

tetap berlangsung secara tatap muka antara pengguna jasa dan penyedia

jasa.

Menurut Mutiarin, e-procurement memang memiliki perbedaan kecil

dengan procurement konvensional sebagaimana yang diterapkan oleh

9 Safiyah Inas Shafa, Tri Nur Hidayati dan Adam Fadhilah Damanik, “Analisis
Penerapan E- Procurement Sebagai Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa”,
JurnalAl-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Vol. 2 Edisi 1 May 2021,
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.
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beberapa pihak yang melakukan pelelangan sebelumnya. Pengadaan

barang dan jasa konvensional lebih memerlukan waktu yang lebih banyak

untuk menyusun dokumen kerja dibandingkan dengan melayani pemasok

mereka atau berunding mengenai harga10. Sementara e-procurement

mengoptimalkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan mengurangi

biaya operasional yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan pendekatan

konvensional pelanggan atau tender. Dalam implementasinya di sektor

publik, tentunya terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh para

pelaksana saat menerapkan e-procurement. Mac Manus mengidentifikasi

tiga faktor penghambat dalam penerapan e-procurement di sektor publik,

yaitu: perbedaan karakteristik antara sektor publik dan sektor bisnis;

adanya ketidakpercayaan antara pihak pemerintah dan pihak swasta; serta

kemampuan pegawai dalam melaksanakan e-procurement.11

Perusahaan PT. Semen Baturaja adalah salah satu entitas yang

dimiliki oleh pemerintah dan beroperasi di sektor industri semen di

wilayah selatan Sumatera sejak tahun 1979. Perusahaan ini telah

menjalankan kontrak untuk memenuhi kebutuhan barang dan layanan

yang diperlukan dalam operasionalnya. Ketika proses pemasokan barang

dan jasa dilaksanakan dengan sukses, maka kinerja dan hasil karya

perusahaan akan meningkat, yang juga akan berdampak positif pada

10 Mutiarin dan Arif Zaenudin, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 206-207.

11 Amelia Anisah Putri, “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis
Elektronik (E- Procurement) di Kabupaten Tegal”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, 2019, hlm. 3.
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kelancaran operasional bisnisnya.

Dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, entitas

perusahaan diwajibkan untuk mengaplikasikan Prinsip-prinsip Tata

Kelola Perusahaan yang Baik (selanjutnya disebut GCG). Prinsip GCG

dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat diidentifikasi dalam

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (selanjutnya disebut

Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah, yang telah mengalami beberapa kali modifikasi, yang terbaru

melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Perpres tersebut

berfungsi sebagai panduan bagi entitas pemerintah baik tingkat daerah

maupun pusat dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, dan

hanya memiliki kewajiban hukum yang mengikat bagi instansi-instansi,

badan-badan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Sementara itu, dalam konteks perolehan oleh entitas swasta dan

badan hukum lainnya, mereka memiliki kapabilitas untuk merumuskan

regulasi sendiri terkait perolehan barang dan jasa dengan merujuk pada

prinsip-prinsip yang terkandung dalam pedoman Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah sebagai referensi yang mengacu pada praktik tata kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG).12

12 Annang Cahyadi, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement) di Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 28, 2018, Doktor Ilmu
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, hlm. 77.



８

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance atau GCG) merupakan keharusan hukum dalam pelaksanaan

proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Badan Usaha Milik

Negara (selanjutnya disingkat BUMN). Seperti yang dinyatakan dalam

Pasal 2 dari Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-117/M-

MBU/2002 mengenai Penerapan Praktek Tata Kelola Perusahaan yang

Baik (GCG) di BUMN, dengan jelas dijelaskan bahwa BUMN diwajibkan

untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang

baik secara konsisten, atau mengambilnya sebagai landasan. Dalam

mengimplementasikan proses pengadaan barang dan/atau jasa di

lingkungan BUMN dengan efektif, penerapan prinsip-prinsip GCG

memerlukan intervensi hukum sebagai alat untuk mendorong kepatuhan

terhadap norma-norma etika di dalam ranah bisnis.

Pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya

bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib mematuhi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Sementara itu, apabila pengadaan barang atau jasa oleh BUMN (Persero)

tidak bergantung pada sumber pendanaan dari APBN, BUMN tersebut

diperbolehkan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi

masing-masing BUMN (Persero), yang meliputi regulasi internal berupa

Prosedur Operasional Standar (SOP), dengan mengacu pada Peraturan
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Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 beserta perubahannya. Sesuai

dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah,

pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah atau BUMN wajib

mengamalkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,

keterbukaan, persaingan, keadilan tanpa diskriminasi, dan akuntabilitas.13

Dasar hukum untuk pembentukan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) tercantum dalam Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010

mengenai Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah, yang mengatur

ketentuan teknis operasionalnya melalui Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun

2010 mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Kebijakan

pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang dan/atau jasa di

lingkungan BUMN dilaksanakan dengan strategi memaksimalkan

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mencapai tata kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG) melalui

proses pengadaan barang dan jasa yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membahasnya

secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Penerapan Prinsip

Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengadaan Barang dan

Jasa Berbasis Elektronik di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk.”

13 Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah.
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B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk kepada konteks yang telah dipaparkan sebelumnya,

masalah yang diselidiki dalam penulisan ilmiah ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG)

dalam proses perjanjian pengadaan barang dan jasa secara elektronik

(e-procurement) di PT. Semen Baturaja?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh apabila dalam proses

perjanjian e-procurement di PT. Semen Baturaja tidaksesuai dengan

prinsip GCG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Good

Corporate Governance (GCG) dalam proses perjanjian e-

procurement yang dilakukan PT. Semen Baturaja.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tindakan hukum yang

dapat dilakukan dalam situasi di mana proses pengadaan barang dan

layanan berbasis elektronik (e-procurement) yang dilakukan oleh PT.

Semen Baturaja tidak sejalan dengan prinsip Good Corporate

Governance (GCG).
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D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi

tambahan dan pengembangan pengetahuan, kepada semua pihak yang

membutuhkan tambahan informasi berkenaan dengan perjanjian

pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (e-procurement).

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna menjadi manfaat antara lain:

a. Pemerintah

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu serta

memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam membuat

dan menentukan kebijakan maupun pengawasan penerapan

terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip GCG

dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada Badan

Usaha Milik Negara (BUMN).

b. Legislatif

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi badan legislatif selaku pembuat atau perancang peraturan

perundang- undangan dan sebagai bahan pertimbangan untuk

menentukan arah peraturan dalam pembuatan peraturan maupun

perubahan peraturan yang berkaitan dengan penerapan prinsip

GCG dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. Yudikatif

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman

kepada badan yudikatif selaku penegak hukum yang bersangkutan

dalam mengadili dan memutuskan pelanggaran Undang-Undang

berkaitan dengan penerapan prinsip GCG dalam pengadaan barang

dan jasa berbasis elektronik pada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN).

d. Aparat Penegak Hukum

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi

aparat penegak hukum dalam mengawasi apabila ada indikasi

kecurangan atau pelanggaran terkait penerapan prinsip GCG dalam

pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada Badan Usaha

Milik Negara (BUMN).

e. PT. Semen Baturaja

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

serta pedoman bagi PT. Semen Baturaja selaku BUMN yang

melaksanakan peraturan terkait penerapan prinsip GCG dalam

pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada BUMN.

f. Rekanan PT. Semen Baturaja

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi

rekanan PT. Semen Baturaja dalam menjalankan peraturan yang

berkaitan dengan penerapan prinsip GCG dalam pengadaan barang
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dan jasa berbasis elektronik pada BUMN.

g. Masyarakat

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi masyarakat umum selaku pembaca informasi mengenai

penerapan prinsip GCG dalam pengadaan barang dan jasa berbasis

elektronikpada BUMN.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian adalah kerangka konseptual dari sebuah

penelitian, yang mencerminkan batasan-batasan penelitian, mengurangi

cakupan permasalahan, dan mengikat domain penelitian.14 Untuk

mendapatkan pemahaman yang terperinci dan menghindari

penyimpangan dalam pembahasan skripsi, maka lingkup penulisan skripsi

dibatasi hanya pada eksplorasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan

yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam konteks perjanjian

e-procurement serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi

ketidaksesuaian pelaksanaan prinsip GCG di PT. Semen Baturaja.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu prosedur atau pendekatan yang

digunakan oleh seorang peneliti untuk mengatasi suatu permasalahan

14 Bambang Sugono,Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2011, hlm.

111.



１４

yang menjadi fokus dari penelitiannya.15 Metode penelitian disini terdiri

dari sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, riset hukum merupakan sebuah

tahapan untuk menemukan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta

doktrin-doktrin hukum dengan tujuan merespons permasalahan hukum

yang timbul.16 Jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam penyusunan

skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disokong oleh data

lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan sebagai upaya

memperkuat dasar argumen penelitian. Penelitian ini akan menganalisis

perumusan masalah dengan merujuk pada norma dan prinsip-prinsip yang

berlaku, menguraikannya secara komprehensif, dan menawarkan solusi

hukum yang relevan terhadap isu penelitian yang sedang diselidiki.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan melibatkan pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan legislatif merujuk pada metode yang diterapkan

dengan pemahaman mendalam serta telaah terhadap regulasi-

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
2006, hlm. 42.

16 PeterMahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 34.
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regulasi hukum yang relevan dengan penelitian.

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merujuk pada suatu metode yang

menjelaskan aspek hukum yang menjadi dasarnya secara analitis.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diterapkan oleh peneliti dalam penulisan skripsi

berkategori penelitian hukum normatif. Studi ini berakar dari:

1) Bahan hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa oleh Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
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Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang

bertujuan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap

bahan hukum primer. Ini melibatkan berbagai jenis referensi, seperti

literatur hukum, publikasi ilmiah, sumber-sumber daring,

periodeikal, tulisan para ahli hukum yang masih relevan dengan

fokus penelitian, dan dokumen hukum lainnya. Dalam konteks

penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, karya

tesis dan disertasi, skripsi, serta kutipan dari pandangan para pakar

hukum.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan normatif yang memberikan arahan dan klarifikasi

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

umumnya diidentifikasi sebagai bahan acuan atau referensi dalam

ranah disiplin hukum.17 Bahan Hukum Tersier yang dimanfaatkan

dalam penelitian ini meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa

Indonesia, serta Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengadaan data dalam penyusunan kajian ilmiah ini

terklasifikasi menjadi dua kategori, yakni:

17 Made Wire Darme, “Kebijakan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm. 45.
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a. Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder

dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan. Metode ini

melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap sumber-sumber

pustaka, termasuk bahan primer

berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti

buku-buku, artikel, jurnal, informasi daring, serta bahan hukum

tersier yang mencakup kamus dan ensiklopedia yang relevan

dengan perjanjian e-procurement di lingkungan PT. Semen

Baturaja.

b. Wawancara

Teknik interogasi merupakan pendekatan pengadaan informasi

dua arah dengan strategi menjalankan dialog secara langsung

bersama subyek penelitian mengenai isu-isu terkait kontrak e-

procurement di PT. Semen Baturaja.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai

prosesmengartikan data- data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan,

dan sifat penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data primer dan dara

sekunder oleh penulis, selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data-

data tersebut sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dengan tujuan

untuk mendapatkan kejelasan mengenai kesesuaian dari perjanjian e-

procurement tersebut.
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6. Teknik Analisis Data

Seluruh informasi yang telah terhimpun, baik itu berupa data

primer ataupun data sekunder, dikenai proses pengolahan data

melalui pendekatan preskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan

melalui tahap-tahap pengumpulan informasi, proses kualifikasi data,

mengaitkan konsep teori yang relevan dengan permasalahan yang

dihadapi, serta mengambil kesimpulan guna menghasilkan penentuan

hasil akhir.18

7. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan melalui

pendekatan induktif. Pendekatan ini melibatkan proses ekstraksi

kesimpulan dari aspek-aspek yang telah dibahas secara spesifik, kemudian

menggeneralisasikannya menjadi simpulan yang lebih umum. Dengan

demikian, tujuan yang dituju dapat tercapai.19

18 Ibid., hlm. 46.
19 Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai

Dasar Penalaran Ilmiah”, EL-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6, No.
2, 2016, Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, Surabaya, hlm. 135.
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